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PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 5 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOALEMO NOMOR 38 

TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 

2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOALEMO, 

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah 

Me nNbn Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
| PARAF KOORDINASI AN Ma | 

An Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
  

  

          

| ' Sa , 

DinAS 7 | Daerah Kabupaten Boalemo, maka di anggap Perlu merubah 

BADAN t | Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

—4 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 
KANTOR : TN 

panam Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

| BAGIAN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, 
    

b. Bahwa dengan adanya perubahan jasa trasportasi dan 

PARAF HIRARK. His 

  

perumahan serta ketersediaan anggaran di Sekretariat DPRD, 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
  

  

WABUP dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

, T Bupati Boalemo Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

SENDA X Kabupaten Boalemo Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
  

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Hak   AS$ | 
  Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan     18 AG i Ky 

. BRG HUKUM i Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, 
  Maman mM Ta 

8 

 



Mengingat 

  

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 

Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5568): 

4. Undang —- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

! 
Indonesia Nomor 4737), 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), 

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun Anggaran 2018. (Lembaran Daerah Kabupaten 

Boalemo Tahun 2017 Nomor 7): 

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 

Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675)



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 

38 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BOALEMO. 

Pasal 1 

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2017 

Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 

Nomo 648), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 15 Huruf (a) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 

Anggota DPRD diberikan tunjangan Rumah Negara, masing-masing : 

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dipotong PPh 21: 

2. Ketentuan Pasal 17 Ayat 2 diubah. sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17 

(1). Anggota DPRD diberikan tunjangan trasportasi sesuai standar berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulannya. 

(2). Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebesar 

Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) perbulan dipotong PPh 21: 

 



  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo. 

Ditetapkan di Tilamuta 

Pada Tang Januari 2018     
t DARWIS MORIDU 

Diundangkan di Tilamuta 

Pada tanggal & Januari 2018 

| KABUPATEN BOALEMO 

   
HUSAIN A ETANGO     

Nip. 19650785 198801 1 022


